[ SALINAN ]

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah setingkat desa/kelurahan dalam
bidang pembangunan Keluarga Berencana, perlu dilakukan
sinergitas berbagai program dan kegiatan melalui
pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu,;

b. bahwa dalam wupaya pemberdayaan masyarakat untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga
Berencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan, perlu
dibentuk Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan
Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Pencegahan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor
6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 52 Tahun 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting;
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG INSTITUSI MASYARAKAT
PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

10.

Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan
Perangkat Daerah sebagai unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

Kecamatan adalah  bagian wilayah  dari daerah
Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di
Indonesia dibawah kecamatan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang,
yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada
di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana yang selanjutnya disingkat IMP Bangga Kencana
adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat
secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga
Kencana di tingkat desa/kelurahan.

Kader Kelompok KB adalah seseorang yang secara sukarela
berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan
kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga
berencana tingkat lingkungan/dusun/sebutan setingkat
lainnya.
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Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk
melaksanakan pengelolaan perkembagan kependudukan,
pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya
disebut PLKB adalah petugas yang diberi tanggung jawab
dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan
teknis lini lapangan perkembangan kependudukan,
pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disebut PPPK adalah warga negera Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS
adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara
15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang
istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid
atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) adalah kegiatan
penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat
dalam program kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah
pedoman dalam pelaksanaan penguatan IMP Bangga
Kencana di Kota Gunungsitoli.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk
menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMP
Bangga Kencana di Kota Gunungsitoli.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN INSTITUSI

MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN PEMBANGUNAN

KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

(1)

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Institusi Masyarakat
Perdesaan/Perkotaan Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi:

a. Pendahuluan

b. Penyelenggaraan IMP Bangga Kencana

c. Kelembagaan IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat
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desa/kelurahan
d. Pengembangan IMP Bangga Kencana
e. Pemantauan dan Evaluasi
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli

pada Tanggal 30 Januari 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

SOWA’A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DA

H KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesudi dengan aslinya

PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004
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LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JANUARI TAHUN 2025
TENTANG : INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/
PERKOTAAN DALAM PROGRAM

PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) merupakan salah satu bukti bahwa konsentrasi
pemerintah dalam Pembangunan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas
penduduk. Program Bangga Kencana merupakan salah satu program urusan
wajib non pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat di
desa/kelurahan. Desa dan Kelurahan memiliki wewenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah kota dan kecamatan. Peran
kepala desa/lurah sangat dibutuhkan demi memberikan pelayanan dalam
penyelenggara pelayanan publik karena peranan kepala desa/lurah
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan. Dalam hubungannnya sebagai penguasa, kepala
desa/lurah mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan
desa/kelurahan, mengkoordinasikan pembangunan desa/kelurahan dan
membina kehidupan masyarakat disegala bidang dan dapat bertindak sebagai
motivator, fasilitator dan mobilisator.

Keberhasilan dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik
yang berlandaskan peran serta masyarakat termasuk program bangga
kencana. Pemerintah desa/kelurahan mempengaruhi keberadaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan publik di desa/kelurahan yang selama ini
diperankan salah satunya oleh Pembantu Pembina Keluarga Desa (PPKBD),
sub Pembantu Pembina Keluarga Desa/Kelurahan (Sub PPKBD), dan
Kelompok KB.

Perubahan Pembantu Pembina Keluarga Desa (PPKBD), sub Pembantu
Pembina Keluarga Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) menjadi IMP Bangga Kencana
dan Sub IMP Bangga Kencana sangat penting sebagai salah satu upaya dalam
penyelenggaraan Program  Bangga Kencana di wilayah  setingkat
desa/kelurahan.
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BAB II
PENYELENGGARAAN IMP BANGGA KENCANA

A. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Peran dan tanggung jawab tingkat Kota
Wali Kota sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan
Tanggung Jawab dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:
a. Sebagai Motivator

1) Wali Kota memberikan dorongan kepada masyarakat untuk aktif
berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan
masyarakat.

2) Wali Kota melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan
Program Bangga Kencana.

b. Sebagai fasilitator

1) Wali Kota dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga
Kencana.

2) Wali Kota melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
Program Bangga Kencana melalui pelatihan /workshop/
seminar/lokakarya.

3) Wali Kota melalukan peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah di tingkat kota dan masyarakat.

4) Wali Kota melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa
sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial
budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga
Kencana.

5) Wali Kota memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat.

6) Wali Kota  memfasilitasi terselenggaranya  forum  rapat/
koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana.

c. Sebagai Mobilisator

1) Wali Kota dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana.

2) Wali Kota melakukan upaya peningkatan akses informasi dan
pelayanan Program Bangga Kencana.

2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN
Camat sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan
tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:
a. Sebagai Motivator
1) Camat memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayahnya
untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan
pembangunan masyarakat di kecamatan.
2) Camat melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan
Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan.
b. Sebagai Fasilitator
1) Camat dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP Bangga
Kencana.
2) Camat melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
Program Bangga Kencana di wilayahnya melalui pelatihan/
workshop/seminar/lokakarya.
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3) Camat melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
di kecamatan dan masyarakat.

4) Camat melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa
sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial
budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga
Kencana di wilayahnya.

5) Camat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat.

6) Camat memfasilitasi terselenggaranya forum rapat/
koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayahnya.

c. Sebagai Mobilisator

1) Camat dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di
wilayah kecamatan.

2) Camat melakukan wupaya peningkatan akses informasi dan
pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

3) Camat meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana di
wilayahnya.

3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Lurah sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki
peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :
a. Sebagai Motivator

1) Kepala Desa/Lurah memberikan dorongan kepada masyarakat di
wilayahnya untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam
kegiatan pembangunan masyarakat di desa/kelurahan.

2) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan masyarakat dalam
kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan.

b. Sebagai fasilitaor

1) Kepala Desa /Lurah dapat menyusun kebijakan IMP dalam bentuk
Peraturan Desa/Lurah, Keputusan Desa/Lurah, dan kebijakan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepala Desa/Lurah dapat menganggarkan kebutuhan operasional
IMP Bangga Kencana.

3) Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam  Program Bangga Kecana di wilayahnya melalui
pelatihan /workshop/seminar/lokakarya.

4) Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah di desa/kelurahan dan masyarakat.

5) Kepala Desa/Lurah melakukan  pengidentifikasian  potensi
masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam,
ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan
Program Bangga Kencana di wilayahnya.

6) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan
dan pembangunan masyarakat.

7) Kepala  Desa/Lurah  memfasilitasi terselenggaranya  forum
rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayahnya.

c. Sebagai Mobilisator

1) Kepala Desa/Lurah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat

berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga
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Kencana di wilayah desa/kelurahan.

2) Kepala Desa/Lurah melakukan upaya peningkatan akses informasi
dan pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

3) Kepala Desa/Lurah meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana
di wilayahnya.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan dan mekanisme operasional Program Bangga

Kencana, penyelenggraan program/kegiatan pada IMP Bangga Kencana di

wilayah setingkat desa/kelurahan, meliputi:

1. Program Tahunan Bangga Kencana
Sesuai dengan asas desentralisasi, pelaksanaan Program Bangga Kencana
di desa/kelurahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi,
perkembangan, dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap
desa/kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan Bangga
Kencana desa/kelurahan, paling sedikit memuat :
a. Kondisi saat ini;
b. Kondisi yang ingin dicapai;
c. Strategi pencapaian penggerakan maupun pelayanan; dan
d. Jadwal tentatif dan pelaksanaan kegiatan.
Perencanaan Program Bangga Kencana tahunan desa/kelurahan disusun
oleh Penyuluh KB, PLKB bersama dengan IMP Bangga Kencana yang
diketahui kepala desa/lurah. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal
balik dan saling berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
desa/kelurahan tahun berjalan.

2. Pendataan Keluarga
Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan
Program Bangga Kencana untuk dasar pelaksanaan operasional, setiap
desa/kelurahan perlu memiliki data yang dinamis. Untuk tersedianya data
setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk PUS
dan peserta KB dan pembangunan keluarga.

3. Sarasehan
Sarasehan merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok
undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan. Dalam
pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin dipersilakan dengan bebas
dan terbuka dan secara rileks dalam suasana yang ceria menyampaikan
gagasan dan saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi
topik pembicaraan.
Kegiatan sarasehan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana adalah
pertemuan di tingkat lingkungan/dusun yang dihadiri sekelompok
masyarakat yang membahas permasalahan Program Bangga Kencana
untuk mencari solusi dan pemecahan kegiatan yang harus dilakukan oleh
masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

4. Rakor Awal Tahun
Rapat koordinasi Bangga Kencana merupakan kegiatan pertemuan
perangkat desa/kelurahan dengan para pengelola Program Bangga
Kencana dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi
program yang meliputi: evaluasi kegiatan/masalah cakupan program,
upaya/rencana, dan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan
cakupan dan pelembagaan program tahun berjalan secara bersama-sama
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dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
5. Pembinaan IMP Bangga Kencana

IMP Bangga Kencana yang terdiri dari pengurus IMP Bangga Kencana

tingkat desa/kelurahan, lingkungan/dusun, serta Kader dari kelompok

kegiatan (Poktan). Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara
sebagai berikut :

Pembinaan pertemuan secara berkala;

Pertemun secara berkesinambungan;

Kunjungan ke tempat kegiatan;

Memenuhi kebutuhan sarana kegiatan;

Melakukan studi banding/wisata karya; dan

Cara lainnya.

6. Kegiatan Pelayanan Program Bangga Kencana

Pelayanan Program Bangga Kencana merupakan bentuk kegiatan fasilitasi

atau proses melayani keluarga/masyrakat yang dilakukan para pengelola

Program Bangga Kencana yang meliputi:

a. Pelayanan Program Bangga Kencana:

1) Kunjungan pembinaan ulang;

2) Kunjungan pembinaan ganti cara;

3) Pelayanan rujukan akseptor;

4) Melakukan pendataan keluarga;

5) Membantu pendistribusian pil/kondom;

6) Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga
sejahtera;

7) Motivasi peserta KB baru; dan

8) Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB.

b. Pelayanan kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi
dan Konseling (PIK) Remaja, Kelompok KB dan Rumah Data
Kependudukan (Rumah DataKu):

1) Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja,
Kelompok KB, dan Rumah DataKu.

2) Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok
KB, dan Rumah DataKu.

3) Memberikan pemantauan Kartu Kembang Anak (KKA);

4) Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan keluarga;

S5) Memfasilitasi pengajuan bantuan permodalan dan peningkatan
jejaring UPPKA; dan

6) Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja, PUS
bekerjasama dengan yang ahli di bidang kesehatan.

7. Peningkatan Inovasi IMP Bangga Kencana

Dilaksanakan oleh pengelola IMP Bangga Kencana dan Penyuluh KB/PLKB

dalam meningkatkan Program Bangga Kencana untuk menggerakkan

semua pihak sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru. Kegiatan
peningkatan inovasi Program Bangga Kencana meliputi:

a. Membentuk kegiatan percontohan;

b. Membuat model keterpaduan kegiatan,;

c. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat; atau

™o o T
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Membuat model forum penyuluhan masyarakat.

8. Pemantauan dan Evaluasi IMP Bangga Kencana
Pemantauan merupakan kegiatan rutin untuk mengukur kemajuan
Program Bangga Kencana. Sedangkan evaluasi merupakan rangkaian
kegiatan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan program.
Pemantauan dan evaluasi Program Bangga Kencana meliputi:

a.
b.
C.

Jumlah Kelahiran bayi dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan;

Perbandingan jumlah perkembangan Peserta KB aktif dan baru dengan
Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM);

. Pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan

pembangunan keluarga;

Pelaksanaan kegitan IMP Bangga Kencana dan Poktan; dan

Berjalannya  keterpaduan  Program  Bangga Kencana dalam
pembangunan desa/kelurahan.

9. Kegiatan lainnya yang diperlukan IMP Bangga Kencana.

C. SASARAN
Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui IMP
Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:

koW

Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur;

Pasangan Usia Subur;

Keluarga yang memiliki Bawah Lima Tahun (Balita), Remaja, Lansia;
Balita, Remaja, Lansia, Keluarga Rentan;

Lainnya.

D. PENDANAAN
Sumber pendanaan penyelenggaraan IMP Bangga Kencana dapat bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja
Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB III
KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA DI WILAYAH
SETINGKAT DESA/KELURAHAN

A. KEDUDUKAN IMP BANGGA KENCANA
IMP Bangga Kencana merupakan wadah partisipasi dan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang
berkedudukan di wilayah setingkat desa/kelurahan.

B. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN IMP BANGGA KENCANA
1. Struktur Kelembagaan IMP Bangga Kencana, paling sedikit memuat:

a. Penanggung Jawab
b. Pembina
c. Kepengurusan IMP Bangga Kencana;

1)
2)
3)
4)

S)
6)
7)

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Bidang-Bidang

a) Bidang data Bangga Kencana;

b) Bidang KIE dan penggerakan; dan

c) Bidang pelayanan Bangga Kencana.

Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat lingkungan/dusun
Kelompok KB pada tingkat lingkungan dan dusun
Kepengurusan IMP berjumlah maksimal 5-10 orang di setiap
desa/kelurahan

2. Persyaratan dan Ketentuan Pembentukan Struktur Kelembagaan dan
Keanggotaan IMP Bangga Kencana, yaitu:
1) Penanggung Jawab adalah kepala desa.
2) Pembina adalah Penyuluh KB/PLKB
3) Kepengurusan IMP Bangga Kencana, meliputi:

a)

b)

Ketua

- Pendidikan minimal Tamatan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Sederajat

- Diutamakan yang sudah pernah menjadi kader KB/Kelompok
Kegiatan Tribina

- Berdomisili di desa/kelurahan setempat

- Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan

-  Mampu mengoperasikan smartphone

- Ketua dapat merangkap tugas sebagai bidang di dalam struktur
IMP Bangga Kencana

- Melaksanakan tugas secara sukarela sebagai kader IMP bangga
kencana

- Memiliki rekening tabungan yang aktif

Sekretaris

- Pendidikan minimal Tamatan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Sederajat

- Diutamakan yang sudah pernah menjadi kader KB/Kelompok
Kegiatan Tribina

- Berdomisili di desa/kelurahan setempat
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Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan
Mampu mengoperasikan smartphone

Sekretaris dapat merangkap tugas sebagai bidang dan/atau Sub
IMP Bangga Kencana pada tingkat lingkungan/dusun di dalam
struktur IMP Bangga Kencana

Melaksanakan tugas secara sukarela sebagai kader IMP bangga
kencana

Memiliki rekening tabungan yang aktif

c) Bendahara

Pendidikan minimal Tamatan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Sederajat

Diutamakan yang sudah pernah menjadi kader KB/Kelompok
Kegiatan Tribina

Berdomisili di desa/kelurahan setempat

Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan
Mampu mengoperasikan smartphone

Bendahara dapat merangkap tugas sebagai bidang dan/atau Sub
IMP Bangga Kencana pada tingkat lingkungan/dusun di dalam
struktur IMP Bangga Kencana

Melaksanakan tugas secara sukarela sebagai kader IMP bangga
kencana

Memiliki rekening tabungan yang aktif

d) Bidang-Bidang yang terdiri dari Bidang data Bangga Kencana,
Bidang KIE dan penggerakan, Bidang pelayanan Bangga Kencana:

Pendidikan minimal Tamatan Sekolah Dasar (SD)/Sederajat
Diutamakan yang sudah pernah menjadi kader KB/Kelompok
Kegiatan Tribina

Berdomisili di desa/kelurahan setempat

Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ditingkat desa/ kelurahan
Mampu mengoperasikan smartphone

Bidang-bidang dapat merangkap tugas sebagai bidang dan/atau
Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat lingkungan/dusun di
dalam struktur IMP Bangga Kencana

Melaksanakan tugas secara sukarela sebagai kader IMP bangga
kencana.

Memiliki rekening tabungan yang aktif.

3. Pengelolaan IMP Bangga Kencana, meliputi:

a. Penanggung jawab IMP Bangga Kencana dijabat oleh Kepala
Desa/Lurah;

b. Pembina IMP Bangga Kencana dijabat oleh Penyuluh KB/PLKB, Tokoh
Masyarakat (TOMA), Tokoh Agama (TOGA); dan

c. Kepengurusan IMP Bangga Kencana berasal dari unsur masyarakat
yang berpengalaman dalam Program Bangga Kencana dan dipilih oleh
masyarakat melalui musyawarah.

C. Tugas

1. Penanggung Jawab IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas:
a. Menjamin keberadaan IMP Bangga Kencana dengan menerbitkan surat
keputusan;
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Memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangga Kencana
berkelanjutan;

Mengoordinasikan kegiatan IMP Bangga Kencana dengan berbagai
kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya;

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangga Kencana; dan

Melaksanakan penugasan lainnnya yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan Daerah.

2. Pembina IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas :

a.
b.

Melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangga Kencana;

Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangga
Kencana.

Melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangga Kencana dengan mitra
kerja;

Mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat
desa/kelurahan

Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana; dan
Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh penanggung
jawab.

3. Pengurusan IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Ketua, bersama pengurus mempunyai tugas :

1) Menyusun Program dan rencana kerja IMP bangga Kencana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

2) Menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangga Kencana minimal 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

3) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP
Bangga Kencana;

4) Mengoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan IMP Bangga Kencana,;

5) Mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;

6) Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana,;

7) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan IMP Bangga Kencana
kepada penanggung jawab dan pembina; dan

8) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh pembina.

Sekretaris, mempunyai tugas :

1) Mengadministrasikan kegiatan IMP Bangga Kencana

2) Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangga
Kencana;

3) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;

4) Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga
Kencana;

5) Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua;

6) Menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan
melaporkannya kepada Ketua; dan

7) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh ketua.

Bendahara mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana anggaran,;

2) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan
IMP Bangga Kencana;

3) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga
Kencana
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4) Mengatur dan mengelola bukti transaksi;
5) Menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan
melaporkannya kepada ketua; dan
6) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh ketua.
d. Bidang-Bidang terdiri dari:
1) Bidang data Bangga Kencana, mempunyai tugas:
a) Mengumpulkan data;
b) Mengelola dan menyajikan data;
c) Melaporkan data melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga
(SIGA); dan
d) Memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor
terkait.
2) Bidang KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas:
a) Mengidentifikasi isu dan sasarann KIE;
b) Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;
c) Menentukan media dan saluran KIE;
d) Melaksanakan promosi dan KIE; dan
e) Melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.
3) Bidang Pelayanan Bangga Kencana
a) Melakukan pelayan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja,
Kelompok KB, dan Rumah Dataku);
b) Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
c) Melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
d) Melakukan pelayanan lainnya.

e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat lingkungan/dusun, mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di
tingkat lingkungan/dusun.

f. Kelompok KB pada tingkat lingkungan/dusun, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan Teknis Program Bangga Kencana di tingkat
lingkungan/dusun.

D. Pembentukan IMP Bangga Kencana
IMP Bangga Kencana dibentuk pada wilayah setingkat desa/kelurahan,
tahapan dalam pembentukan IMP Bangga Kencana meliputi:
1. Sosialisasi dan Koordinasi;
Sosialisasi dan Koordinasi dalam pembentukan IMP Bangga Kencana
dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia;
Dalam penyelenggaraan IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat
desa/kelurahan perlu menyiapkan sumber daya manusia dari unsur tokoh
masyarakat/kader KB yang dianggap mampu dan mempunyai
pengetahuan cukup dalam bidang Program Bangga Kencana.
3. Penetapan Keanggotaan IMP Bangga Kencana
a. Keanggotaan pada kepengurusan IMP Bangga Kencana dipilih oleh
masyarakat melalui musyawarah mufakat.
b. Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat
Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan
IMP Bangga Kencana.
c. Keanggotaan IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan
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Kepala Desa/Lurah dapat dikukuhkan oleh kepala Desa/Lurah.

Penyuluh KB/PLKB memfasilitasi pembentukan IMP Bangga Kencana dalam

hal:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam pembentukannya;

2. Mengusulkan sumber daya manusia IMP Bangga kencana,;

3. Menyiapkan kelengkapan susunan kepengurusan IMP Bangga Kencana;

4. Membantu dan menyiapkan Rancangan Surat Keputusan Kepala

6.

Desa/Lurah tentang susunan kepengurusan IMP Bangga kencana;
Membantu menyiapkan/menjelaskan uraian tugas dan melakukan
pembinaan kepada IMP Bangga Kencana; dan

Melaksanakan kegiatan lainnya dalam pembentukan IMP Bangga Kencana.

Kompetensi IMP Bangga Kencana
Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus dan anggota IMP Bangga
Kencana, yaitu:

NOo RN

Pengelolaan pembentukan kepengurusan IMP Bangga Kencana,
Pengelolaan pertemuan pembinaan keanggotaan,

Melakukan pemetaan dan pendataan,

Melakukan penyuluhan, promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi,
Melakukan fasilitasi pelayanan kontrasepsi,

Melakukan fasilitasi penggerakkan masyarakat,

Melakukan fasilitasi pembinaan Kelompok kegiatan: BKB, BKR, BKL,
UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku.

Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut menjadi tugas dan tanggung
jawab Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik
Indonesia, Perangkat Daerah KB, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
dan dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop, refreshing, diklat,
sarasehan baik luring maupun daring dan lain-lain yang sesuai ketentuan
yang berlaku.
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BAB IV
PENGEMBANGAN IMP BANGGA KENCANA

PENGEMBANGAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN
BANGGA KENCANA

Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/kelurahan tidak
akan mungkin bisa sepenuhnya dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB karena
sementara jumlahnya secara nasional masih jauh dari standar ideal dan tidak
sebanding dengan luas wilayah/jangkauan.

Pengembangan IMP Bangga Kencana perlu dilakukan terus menerus
sesuai dengan perkembangan program yang begitu pesat dengan
memperhatikan situasi, kondisi, kemampuan, dan kearifan lokal masing-
masing daerah.

1. Pengembangan Struktur

Dalam upaya pengelolaan Program Bangga Kencana, IMP Bangga Kencana
sebagai wadah peran serta masyarakat pada tingkat desa/kelurahan ke
bawah, perlu ditumbuhkan, dibina dan dikembangkan. Upaya tersebut
dilakukan secara bertahap dengan sasaran tumbuh kembangnya 1 (satu)
IMP Bangga Kencana di 1 (satu) desa/kelurahan, 1 (satu) Sub IMP Bangga
Kencana disetiap lingkungan/dusun, serta tumbuh dan kembangnya
kelompok-kelompok Dasa Wisma di lingkungan/dusun.

Untuk wilayah-wilayah tertentu bisa dikembangkan lebih dari 1 (satu) IMP
Bangga Kencana sesuai dengan kondisi wilayah dan cakupan sasaran.
Untuk dapat mengembangkan struktur IMP Bangga Kencana diperlukan
data-data mencakup:

a. Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP Ketua/Jumlah IMP

Bangga Kencana;

b. Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP Ketua/Jumlah Sub

IMP Bangga Kencana;

c. Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP Ketua/Jumlah

Kelompok Kegiatan;

d. Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/Nomor KTP Ketua/Jumlah

Kelompok KB;

e. Jumlah Desa/Kelurahan;
f. Jumlah lingkungan/dusun

2. Pengembangan Peran
Pengembangan peran IMP Bangga Kencana berkaitan dengan aspek
kualitas yang ditandai dengan pengembangan 6 (enam) Peran Bakti IMP
Bangga Kencana yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Bangga
Kencana. Peran-peran tersebut meliputi:
a. Pengorganisasian;
b. Pertemuan;

c. Advokasi, KIE dan Konseling;

d. Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan Sasaran;

e. Pelayanan Kegiatan (Pembinaan Peserta KB Aktif (PA)/Peserta KB Baru
(PB)); dan

f. Kemandirian.
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Penjelasan masing-masing peran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengorganisasian

a. Organisasi IMP Bangga Kencana

IMP Bangga Kencana sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat
desa/kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan
IMP harus diupayakan dari kepengurusan tunggal menjadi
kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif dimaksudkan dalam
rangka pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam
kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini
hanya dapat dilakukan pada Institusi IMP Bangga Kencana sesuai
kondisi wilayah. Untuk Sub IMP Bangga Kencana dan Kelompok KB
diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri dari
(Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang, dan Anggota).
Mengingat peran IMP Bangga Kencana yang cukup strategis dalam
mengelola Program Bangga Kencana, maka perlu mengintegrasikan
kegiatan-kegiatan  tersebut ke dalam = bidang kegiatan di
BPD/LPMD/LPMK dan mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda,
tokoh ekonomi dan lain-lain bersama penyuluh KB/PLKB untuk
menggerakkan Kelompok Kegiatan.

b. Peran IMP Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
(Kampung KB)

Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok

KB sebagai mitra masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan

dan pelaksanaan Program Bangga Kencana maupun program-program

pembangunan lainnya baik yang bersifat momentum maupun kegiatan

rutinitas, karena di Kampung KB ini menjadi wadah kegiatan-kegiatan

yang terintegrasi dengan lintas sektor, sehingga keberadaan Kader IMP

Bangga Kencana, dan kelompok KB sebagai petugas lapangan, peran

baktinya sangat dibutuhkan. Adapun peran IMP Bangga Kencana, Sub

IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB di kampung KB sebagai mitra

adalah:

1) Sebagai tenaga penggerak masyarakat;

2) Tenaga Konseling dan KIE;

3) Pendataan, pencatatan, dan pemetaan data;

4) Pelayanan dalam hal pembinaan peserta KB baru maupun peserta
KB aktif agar tidak terjadi drop out (DO);

5) Meminimalisir adanya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmeet need)

6) Penggerakkan, pendampingan, dan pembinaan calon pengantin
(catin) bersama KUA;

7) Mengadvokasi para tokoh masyarakat sekitar dan lintas sektor; dan

8) Membentuk dan membina Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK Remaja
berbasis masyarakat, Kelompok KB dan UPPKA.

c. Peran Kader pada Rumah Dataku sebagai Kader IMP Bangga Kencana,
Sub IMP Bangga Kencana, dan kelompok KB wajib berperan aktif
sebagai pengurus dan pengelola Rumah Dataku (Rumah Data
Kependudukan), baik yang ada di Kampung KB ataupun yang berada
diluar Kampung KB. Hal ini karena sebagai kader, peran aktifnya
sangat dibutuhkan dalam organisasi Rumah Dataku, baik sebagai
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pengurus maupun sebagai mitra kerja. Selain itu keterlibatan kader

diberbagai aktifitas organisasi kemasyarakatan dapat menambah

wawasan dan meningkatkan kompetensi kinerja para kader. Adapun

peran kader di Rumah Dataku adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pengurus organisasi/Pokja Rumah Dataku;

2) Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait;

3) Pemanfaatan Data Pendataan Keluarga/Pemutakhiran Berbasis
Data Keluarga Indonesia (PBDKI);

4) Pengolah/Entry Data;

5) Pengumpul Data;

6) Analisa dan pemetaan data; dan

7) Pelayanan Masyarakat terkait kebutuhan informasi dan data.

. Pengelolaan Pojok Kependudukan

Pojok kependudukan adalah wunit perpustakaan mini yang berisi

informasi Program Bangga Kencana, baik dalam bentuk buku, gambar,

grafik, peta dan lain-lain sebagai sarana penunjang pelaksanaan

pendidikan kependudukan dijalur formal, non formal, dan formal.

Peran Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP bangga Kencana, dan

kelompok KB antara lain:

1) Sebagai petugas/pengelola pojok Kependudukan
Menata kelola buku-buku koleksi perpustakaan, berupaya
menambah buku koleksi melalui berbagai cara yang sesuai
peraturan, mencatat kehadiran pengunjung, memberikan
penjelasan kepada pengunjung terkait bidang ilmu yang dikuasai
oleh Kader IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, dan
Kelompok KB, serta memberikan keceriaan kepada pengunjung
anak-anak.

2) Sebagai penggerak Pojok Kependudukan
Mengajak dan mendorong siswa, remaja, masyarakat umum untuk
mengakses, memanfaatkan, dan berdikusi tentang berbagai hal
lingkungan Pojok Kependudukan.

. Pertemuan

Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP Bangga Kencana baik antar
pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan penyuluh KB/PLKB
maupun dengan petugas lain yang terkait diagendakan secara berkala
dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian
informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah
dan perencanaan kegiatan Program Bangga Kencana ditingkat lini
lapangan.

Advokasi, KIE dan Konseling

IMP Bangga Kencana melakukan kegiatan advokasi dan KIE, motivasi

dan konseling Program Bangga Kencana untuk:

1) Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB yang
semakin mandiri dan lestari;

2) Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk
memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu
serta keluarganya,;

3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap
kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan
keluarga;
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Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi 8 (delapan) fungsi
keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia
dan sejahtera;

Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan
pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak
balita secara optimal;

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan
anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan
remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang
tua dan anak remaja;

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan
keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun
ke atas dalam mengembangkan 7 dimensi lansia tangguh, yaitu
dimensi spritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi
emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi profesional, dan
dimensi lingkungan.

Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan
pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga
dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera;

Meningkatkan Program Bangga Kencana melalui peran aktif di
dalam Rakordes agar mendapatkaan dukungan Program Anggaran.

. Pencatatan, pendataan, dan pemetaan sasaran, yaitu:

1)

2)

4)

IMP Bangga Kencana melakukan pencatatan kegiatan secara rutin
dan ikut melaksanakan pengambilan data keluarga yang dilakukan
1 (satu) tahun sekali;

Bersama penyuluh KB/PLKB melakukan pemetaan sasaran
(Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan
lain-lain);

IMP Bangga Kencana juga diharapkan Mampu memanfaatkan hasil
pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan ditingkat
wilayahnya dan menuangkannya ke dalam peta PUS/Peta Keluarga.
IMP Bangga Kencana dapat menyusun data basis sebagai
pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
dan

Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan
berdasarkan peta PUS/peta Keluarga yang dibuat.

. Pelayanan Kegiatan, berkaitan dengan:

1)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia ideal bagi pria dan
wanita untuk nikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi,
penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular Seksual lainnya,
penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya. Mengarahkan pada
kegiatan antara lain:

Karang taruna; dan

Bidang Seni dan Olahraga, dan lain-lain.

Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai
umur dan sesuai kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak
kelahiran dan umur anak terkecil. Mendampingi calon akseptor ke
tempat pelayanan.

Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui BKB, BKR, dan BKL.
Memfasilitasi Keluarga sasaran untuk hadir dalam pertemuan
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poktan.

6) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga melalui UPPKA atau kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Memfasilitasi keluarga sasaran untuk hadir dalam pertemuan
kelompok UPPKA.

7) Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program
pembangunan yang digerakkan oleh Pokja Kampung KB.
Memfasilitasi penggerakan masyarakat untuk hadir dalam setiap
pertemuan di Kampung KB.

i. Kemandirian

Kemandirian mengarah kepada 3 (tiga) upaya yang dilaksanakan oleh

IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Kelompok KB, dan

Poktan dalam memantapkan melalui kunjungan pembinaan langsung

atau melalui forum-forum pertemuan yang telah ada. Upaya-upaya

kemandirian yang dilakukan oleh IMP Bangga Kencana meliputi
kemandirian dalam pengelolaan kegiatan antara lain:

1) Memfasilitasi pelayanan kontrasepsi;

2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk
setempat; dan

3) Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam
memfasilitasi pelayanan KB.

B. PENGEMBANGAN POKTAN

Dalam upaya pengembangan peran, maka IMP bersama-sama dengan
Penyuluh KB/PLKB ikut serta mengembangkan Kelompok Kegiatan (Poktan).
Kelompok kegiatan adalah kelompok masyarakat yang mengelola dan
melaksanakan kegiatan bina keluarga (BKB, BKR, BKL), PIK Remaja,
Kelompok KB, dan UPPKA serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di
tingkat desa/kelurahan ke bawah. Kelompok-kelompok kegiatan ini dibentuk
dan dikembangkan oleh Penyuluh KB/PLKB bersama IMP Bangga Kencana,
Sub IMP Bangga Kencana, dan Kelompok KB. Kelompok Kegiatan dibentuk
dan dikembangkan di daerah tersebut apabila dari data hasil pendataan
sasaran di daerah tersebut di Desa/lingkungan/dusun perlu dibentuk
kelompok kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelompok kegiatan
berada dalam wadah pembinaan IMP Bangga Kencana untuk tingkat
desa/kelurahan, dan di bawah wadah pembinaan Sub IMP Bangga Kencana,
Kelompok KB apabila berada di tingkat lingkungan/dusun.

Kelompok Kegiatan Wadah Pembinaan Wilayah
BKB, BKR, BKL, PIK | IMP Bangga Kencana Desa / Kelurahan
Remaja, dan UPPKA | Sub IMP Bangga Kencana | Lingkungan/ Dusun
dan Kelompok KB

C. KLASIFIKASI IMP BANGGA KENCANA
Berdasarkan kondisi IMP Bangga Kencana yang ada di lapangan dan
tuntutan perkembangan program yang harus diperankan oleh IMP Bangga
Kencana, maka IMP Bangga Kencana diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok
yaitu Klasifikasi Dasar, Klasifikasi Berkembang dan Klasifikasi Mandiri.
1. IMP Bangga Kencana Klasifikasi Dasar, melakukan peran antara lain;
a. Pengorganisasian (kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada);
b. Pertemuan (dilaksanakan tidak secara berkala karena belum ada
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rencana kerja);

Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada
masyarakat;

Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan dengan cara
sederhana;

. Pelayanan kegiatan Bangga Kencana secara sederhana meliputi:

1) Pembinaan Peserta KB Aktif;

2) Rujukan; dan

3) Bina ketahanan keluarga (minimal ada 1 (satu) jenis bina keluarga).
Upaya kemandirian (melaksanakan salah satu upaya kemandirian).
Sebagai catatan : IMP Bangga Kencana Kklasifikasi dasar belum
melaksanakan 6 (enam) peran bakti secara lengkap (khususnya butir e
yaitu pelayanan kegiatan KB).

.IMP Bangga Kencana Klasifikasi Berkembang, melakukan peran antara
lain:

a.

b.

Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian
tugas yang jelas);

Pertemuan (dilaksanakan secara rutin/bulanan, membuat rencana kerja
dan notulen);

Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi
Interpersonal / Konseling (KIP / K);

Pencatatan, pendataan dan pemetaan mengacu pola R/R yang dikelola
di dalam wadah Rumah DataKu;

. Pelayanan Kegiatan Bangga Kencana lebih lengkap meliputi:

1) Pembinaan Peserta KB Aktif

2) Rujukan

3) UPPKA

4) Bina ketahanan keluarga (minimal 2 (dua) jenis bina keluarga)

Upaya kemandirian (melaksanakan 2 (dua) kegiatan upaya
kemandirian).

. IMP Bangga Kencana Klasifikasi Mandiri, melakukan peran antara lain:

a.

b.

Pengorganisasia (kepengurusan sudah dilengkapi dengan bidang -
bidang);

Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, sudah ada rencana kerja dan
notulen);

Melakukan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi
Interpersonal/Konseling (KIP/K);

Pencatatan, pendataan dan pemetaan mengacu pola R/R yang dikelola
di dalam wadah Rumah DataKU;

Pelayanan Kegiatan Bangga Kencana lebih lengkap meliputi:

1) Pembinaan Pesert KB Aktif;

2) Rujukan;

3) UPPKA; dan

4) Bina ketahanan keluarga mencakup BKB, BKR, PIK Remaja, dan BKL
Upaya kemandirian (melaksanakan 3 (tiga) kegiatan upaya
kemandirian).
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BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN
Pemantauan dilaksanakan dengan tujuan agar penyelenggaraan IMP Bangga
Kencana sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat
pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.

B. EVALUASI
Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan IMP
Bangga Kencana dari hasi pemantauan maupun hasil pelaporan dilakukan
secara berjenjang dimulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kota, provinsi,
dan pusat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa yang akan datang.

C. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana dilakukan terhadap:
Kegiatan IMP Bangga Kencana;
Database online IMP Bangga Kencana,;
Pengendalian lapangan (dallap);
Pengamatan langsung di lapangan;
Pemantauan dalam Aplikasi SIGA; dan
Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan.
2. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh:
a. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik
Indonesia;
b. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
c. Perangkat Daerah Kota yang membidangi pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
d. Koordinator KB Kecamatan; dan
e. Penyuluh KB/PLKB, dan/atau Kepala Desa/Lurah.
Apabila dibutuhkan, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat
melibatkan mitra kerja terkait.
3. Waktu pemantauan dan evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanan IMP Bangga Kencana dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan sewaktu-waktu bila diperlukan.

™o a0 TP

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan IMP Bangga Kencana
disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program, dan pembinaan
kegiatan Bangga kencana di desa/kelurahan.
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BAB VI
PENUTUP

IMP Bangga Kencana merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah desa/kelurahan dalam bidang pembangunan keluarga,
kependudukan dan keluarga berencana, untuk mendukung pelaksanaan
program bangga kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan, maka dipandang
perlu dibentuk IMP Bangga Kencana.

Penggerakan masyarakat desa/kelurahan merupakan hal yang mencakup
pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan secara keseluruhan dimana kepala
desa/lurah ikut berperan di dalamnya. Masyarakat mempunyai peranan penting
dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Peran serta kelapa desa/lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik
didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik
individu, keluarga ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil
tanggungjawab mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan
melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Wali Kota dalam penyelenggaraan IMP Bangga Kencana dibuat
untuk dijadikan acuan oleh semua pihak terkait, serta para pengelola dan
pelaksana IMP Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan dalam melakukan
kegiatan pelayanan Program Bangga Kencana. Diharapkan dukungan dari semua
pihak agar pelaksanaan kegiatan IMP Bangga kencana dapat terlaksana dengan
baik.

Dalam penyelenggaraan IMP Bangga Kencana ini, apabila dikemudian hari
terjadi perubahan kebijakan maka akan dilakukan penyesuaian dan penyusunan
selanjutnya.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

SOWA’A LAOLI



